
BUPATI KARANCASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURANBUPATIKARANGASEM 

NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KARANGASEM DALAM MENETAPKAN DAN 
MENANDATANGANI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARANGASEM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 
Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian kegawai Negeri Sipil, 
maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas 
dibidang kepegawaian, perlu didelegasikan kepada 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Ka bu paten Karangasem dalam 
menetapkan dan menandatangani kenaikan pangkat 
Pegawai NegeriSipil Daerah dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karangasem; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pendeiegasian Wewenang dan Kuasa 
kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dalam 
Menetapkan dan Menandatangani Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karangasem; 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 155 ); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4193 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2002 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887 ); 
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9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 
Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8 ); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG DAN KUASA KEPADA KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM DALAM 
MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI KENAIKAN 
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM. 

Pasal 1 

Bupati mendelegasikan Wewenang dan Kuasa kepada 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Karangasem untuk menetapkan 
dan menandatangani Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Kabupaten Karangasem di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem. 

Pasal 2 

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
adalah: 

a. menetapkan dan menandatangani formulir nota 
Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karangasem dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan 
Ruang III/d kebawah; dan 

b. menetapkan dan menandatangani Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem 
dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang 111/d 
kebawah. 

Pasal 3 

Penetapan dan Penandatanganan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 terlebih dahulu dengan persetujuan Bupati 
Karangasem. 
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Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendelegasian 
wewenang dan Kuasa Kepada Kepala Sadan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem untuk dan 
Atas Nama Bupati Karangasem dalam menetapkan dan 
menandatangani kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem 
(Serita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 44 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pera tu ran Bupati 1111 dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 14 Juni 2017 

� BU�;RA_::SEM, I 
(n, I1GUSTI AYU MAS SUMATRI 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 14 J uni 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

* I GEDE ADNYA MULYADI 

SERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 32 
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